
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) memiliki 

beberapa pasal yang dikenal sebagai pasal-pasal penyebaran kebencian 

(haatzaai artikelen), yaitu Pasal 154 tentang barangsiapa di muka umum 

menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap 

Pemerintah Indonesia, Pasal 155 tentang penyiaran dari tindak pidana Pasal 

154, dan Pasal 156 tentang barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan 

permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa 

golongan rakyat Indonesia. Pasal-pasal tersebut dengan tegas melarang 

pernyataan yang antara lain berupa pernyataan perasaan kebencian terhadap 

Pemerintah Indonesia (Pasal 154 dan Pasal 155) atau suatu/beberapa golongan 

rakyat Indonesia (Pasal 156). 

Pasal 154 dan Pasal 155 KUHPidana kemudian telah diputuskan 

sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007.Dasar 

pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut, yaitu bahwa 

ketentuan Pasal 154 dan 155 KUHP, di satu pihak, tidak menjamin adanya 

kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 

1945, di pihak lain, sebagai konsekuensinya, juga secara tidak proporsional 



menghalang-halangi kemerdekaan untuk menyatakan pikiran dan sikap serta 

kemerdekaan menyampaikan pendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 28 

dan 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945. 

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, yaitu: (1) Pasal 154 dan 155 

KUHPidana tidak menjamin adanya kepastian hukum (bertentangan dengan 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), dan (2) secara tidak proporsional menghalang-

halangi kemerdekaan untukmenyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan 

menyampaikan pendapat (bertentangan dengan Pasal 28 dan 28E Ayat (2) dan 

Ayat (3) UUD 1945). Mahkamah telah menggunakan dasar pertimbangan ini 

untuk menjatuhkan putusan bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 KUHPidana 

bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 

menimbulkan atau memperkuat pandangan umum bahwa di Indonesia telah 

diakui dan dilindungi kebebasan menyatakan pendapat. Orang-orang dapat 

dengan bebas menyatakan pendapat dan media massa juga bebas untuk 

memuat berita dengan tidak perlu takut lagi diperlakukan sebagai pelaku 

tindak pidana penyebaran kebencian. Oleh karenanya merupakan hal yang 

cukup mengagetkan masyarakat ketika dipublikasikan bahwa Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah menerbitkan suatu 

produk hukum yang berkenaan dengan ancaman pidana terhadap apa yang 

disebut ujaran kebencian atau hate speech. Adanya produk hukum yang 

diterbitkan Kapolri tentang ujaran kebencian (hate speech) telah menimbulkan 

pertanyaan-pertanyaan antara lain mengenai lingkup cakupan dan kedudukan 



dari ujaran kebencian yang dikemukakan dalam produk hukum tersebut. Oleh 

karenanya dalam rangka penulisan skripsi, pokok ini telah dipilih untuk 

dibahas dengan mengambil sebagai judul “Lingkup dan kedudukan Ujaran 

Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang 

Penanganan Ucapan Kebencian”. 

Surat edaran merupakan surat yang isinya menyangkut pemberitahuan 

secara resmi didalam instansi, lembaga, organisasi, atau merupakan 

pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan ditujukan untuk 

berbagai pihak tertentu saja. Surat edaran berisikan penjelasan mengenai suatu 

hal, misalnya seperti kebijakan baru dari pimpinan instansi, berisikan suatu 

peraturan dan lain-lain. Biasanya surat edaran ditujukan untuk kalangan 

umum, akan tetapi didalam ruang lingkup tertentu, contohnya antara lain Surat 

Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Kapolri yaitu Nomor SE/06/X/2015 

kepada seluruh anggota Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate 

speech) yang ditandatangani Kapolri Badrotin Haiti pada tanggal 08 Oktober 

2015 sebagai pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa 

disingkat Kapolri yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).  

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga telah mensosialisasikan 

Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 kepada seluruh anggota Polri tentang 

Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech), tujuannya agar anggota Polri 

memahami dan mengetahui bentuk-bentuk ujaran kebencian diberbagai media 

dan penanganannya. 



Dalam surat edaran tersebut diatur prosedur polisi dalam menangani 

perkara yang didasari pada hate speech agar tidak menimbulkan diskriminasi, 

kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial yang meluas.Jika 

tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, 

maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum 

sesuai dengan:KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik,UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan 

Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 

Konflik Sosial, dan  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.1 

Di Polres Jakarta Selatan, setiap hari polisi menerima laporan 

sebanyak lima kasus di bidang Informasi dan Teknologi (IT), seperti ujaran 

kebencian atau hate speech.Apabila lima kasus ditangani maka ada 150 kasus 

per bulan, padahal penanganan kasus itu sulit diselesaikan. Hal ini mengingat 

kasus dalam dunia maya itu tidak gampang penyelesaiannya. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

membuat laporan Bimbingan Karya Ilmiah dengan judul “IMPLEMENTASI 

SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR SE/06/X/2015 TENTANG 

PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM 

PENEGAKAN HUKUM DI POLRES JAKARTA SELATAN.” 

 

                                                 
1Bermacam Hal yang perlu diketahui soal Edaran Kapolri tentnang  Hate Speech, 

(http://nasional.kompas.com, diakses 20 Mei 2017). 



B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah pengaturan ujaran kebencian atau hate speech berdasarkan 

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran 

Kebencian (Hate Speech) ? 

2. Bagaimanakah implementasi surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 

Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam penegakan 

hukum di Polres Jakarta Selatan? 

3. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam implementasi Surat Edaran 

Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian 

(Hate Speech) dan bagaimana solusinya ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan ujaran kebencian atau 

hate speech berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 

Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)  

b. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Surat Edaran 

Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian 

(Hate Speech) dalam penegakan hukum di Polres Jakarta Selatan. 

c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi Surat 

Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran 

Kebencian (Hate Speech) dan solusinya. 



2. Kegunaan penelitian  

a. Kegunaan teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan 

dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai penanganan 

ujaran kebencian (hate speech) berdasarkan SE Kapolri Nomor 

SE/06/2015. 

b. Manfaat praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi bagi masyarakat dan juga bagi Polri dalam menangani tindak 

pidana berupa ujaran kebencian (hate speech). 

D. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik 

1. Kerangka Konseptual 

a. Implementasi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi bisa 

diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Guntur Setiawan 

mengartikan implementasi sebagai perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk 

mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. 

Sedangkan menurut Hanifah Harsono, implementasi adalah suatu proses 

untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke 



dalam administrasi. Pengembangan kebijakan ini dalam rangka 

penyempurnaan suatu program.2 

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata 

implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau 

mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa 

implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana 

dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu 

untuk mencapai tujuan kegiatan. 

b. Surat Edaran  

Surat edaran merupakan surat yang di dalamnya terdapat 

pemberitahuan dengan resmi dari sebuah instansi atau organisasi atau 

lembaga. Surat edaran berupa surat resmi yang diberikan atau diedarkan 

secara tertulis dan diberikan atau ditunjukkan untuk berbagai pihak.Di 

dalam surat terdapat penjelasan tentang suatu hal seperti suatu kebijakan 

baru yang di terapkan pemimpin, berisi peraturan baru, dan yang lainnya. 

Surat edaran diberikan untuk kalangan umum tetapi berada di dalam suatu 

raung lingkup tertentu.3 

c. Pengertian Polri 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian 

                                                 
2 Arti Implementasi menurut KKBI dan Para Ahli, (http://any.web.id, diakses 6 Agustus 

2017) 
3 Pengertian Surat Edaran dan Fungsi Surat Edaran Lengkap, (http://www.spengetahuan.com, 

diakses 6 Agustus 2017). 



adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian kepolisian 

menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, adalah alat negara yang berperan dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai 

negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Pasal 1 angka 2 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia 

menyebutkan, bahwa anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari 

pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan 

undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.  

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diberikan penjelasan, 

bahwa kepolisian pada dasarnya merupakan alat negara yang memiliki 

peran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain 

menjaga ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat, kepolisian juga 

masih mengemban tugas serta peran untuk pelayanan masyarakat untuk 

mendapatkan keadaan yang aman dan nyaman bagi kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 



d. Ujaran Kebencian (Hate Speech) 

Hate speech menurut Anne Webber merupakan persoalan 

kompleks hampir di semua negara, juga Indonesia. Karena kompleksitas 

ini, para ahli saling berbeda dalam mendefinisikan dan merumuskan 

konsep hate speech. Saat ini, tidak ada definisi hate speech yang bisa 

diterima secara universal. Lebih lanjut dalam bukunya “Manual on Hate 

Speech”, disebutkan, bahwa hate speech adalah semua bentuk ekspresi 

yang menyebarkan, menghasut, mempromosikan, menjastifikasi kebencian 

rasial, xenophobia, anti-Semitism, atau semua bentuk kebencian yang 

didasarkan intoleransi, mencakup: intoleransi yang ekspresikan oleh 

nasionalisme dan etnosentrisme agresif, diskriminasi dan permusuhan 

terhadap minoritas, migran, dan orang keturunan imigran.4 

Pengertian hate speech menurut Kent Geenawalt adalah 

penghinaan dan julukan (ephitets) personal yang sangat kasar yang 

ditujukan terhadap ras, agama, etnis, gender atau preferensi seksual yang 

dapat menimbulkan masalah serius bagi teori dan praktik demokrasi. Hate 

speech, penghinaan dan julukan terhadap individu atau pok memiliki 

kaitan erat. Hate speechbiasanya dilakukan dengan menggunakan julukan 

dan hinaan. Hate speech diarahkan untuk menindas yang dilakukan oleh 

penindas.5 

                                                 
4Definisi Hate Speech, (http://www.bhayangkaraindonesianews.com, diakses 8 Juli 2017). 
5Divkum Polri, Sosialisasi Surat Edaran Kapolri No.6 Thn 2015 tentang Ujaran 

Kebencian/Hate Speech, disampaikan pada acara Forum Belajar Percik, Pendopo Pusdikbinmas 
Lemdikpol, Ambarawa Jawa Tengah, 2016. 



Salah satu ciri penghinaan dan julukan kecenderungan untuk 

mengejutkan individu yang dituju menggunakan bahasa yang kasar dan 

merendahkan atau dengan satu kata yang mengejutkan. Penggunaan 

julukan dapat diartikan luas, julukan biasanya dianggap sebagai hal 

negatif, beberapa julukan mencemarkan nama baik ras, agama, etnis 

gender, atau preferensi seksual. Kuatnya penghinaan dan julukan sangat 

bervariasi, bergantung pada nada suara, konteks, dan hubungan yang 

dibangun. 

Greenawalt berpendapat bahwa kata-kata sangat mudah untuk 

memprovokasi sehingga menimbulkan giat kriminal. Kata-kata yang 

menimbulkan tindakan kriminal biasanya diucapkan oleh orang yang lebih 

siap untuk berkelahi. Perempuan, anak-anak, dan orang-orang tua lebih 

berpotensi mendapat kata-kata pelecehan yang berasal dari remaja. 

Margaret Brown-Sica dan Jeffrey Beallmenyebutkan 

bahwa hate speechmewujud dalam banyak tindakan, seperti menghina, 

menyakiti, atau merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan 

berbagai macam sebab, baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, 

kebangsaan, agama, orientasi seksual, atau karakteristik lain. Di pihak lain, 

Kathlen Mahoney membagi hate speech ke dalam beberapa jenis, 

yaitu: religious hate speech, pencemaran budaya, pencemaran ekonomi 

dan ekstensial atau genosida. Pidato kebencian agama memiliki ciri yaitu 

menyatakan bahwa suatu agama berbahaya bagi agama lain, sehingga 

mempromosikan penghancuran, contohnya penyerangan atau 



penghancuran rumah ibadah. Pencemaran budaya merupakan bentuk lain 

dari hate speech, yang mencakup promosi stereotipe negatif di media dan 

bentuk sindiran ataupun seni yang mengandung unsur budaya.6 

Berdasarkan definisi dari para pakar tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pada intinya, Hate Speech adalah  “Suatu ekspresi 

(secara verbal, tertulis, gambar, symbol, audio visual, atau medium 

mayaseperti internet) yang merupakan advokasi kebencian yang 

membentuk suatu hasutan untuk melakukan diskriminasi, 

permusuhan atau kekerasan. 

 

e. Penegakan Hukum  

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut 

subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas 

dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek 

dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan 

hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan 

hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan 

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada 

norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau 

                                                 
6Ibid. 



menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, 

penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan 

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan 

hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya 

hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan 

untuk menggunakan daya paksa.7 

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa yang dimaksud dengan 

penegakan hukum kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk 

menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti 

materiel yang luas, sebagai pedomanperilaku dalam setiap perbuatan 

hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh 

aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh 

undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang 

berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  

f. Polres Jakarta Selatan  

Polres Jakarta Selatan merupakan masuk kota administrasi di 

bagian selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pusat Pemerintahannya 

berada di Kebayoran Baru. Jakarta  Selatan  adalah  salah  satu  dari  lima 

kota  administrasi  dan  satu  kabupaten administrasi DKI. Di sebelah 

utara, Jakarta Selatan berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. 

Di sebelah  timur  berbatasan  dengan  Jakarta Timur.  Di  sebelah  selatan 

 

                                                 
7 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, (http://www.jimly.com, diakses 6 Agustus 2017). 



berbatasan dengan Kota Depok, dan sebelah barat dengan Kota Tangerang 

dan Kota Tangerang Selatan.8 

Polres Jakarta Selatan melingkupi 10 Polsek di wilayahnya yaitu 

Polsek Kebayoran Lama, Polsek Tebet, Polsek Metro Setiabudi, Polsek 

Mampang Prapatan, Polsek Pasar Minggu, Polsek Pancoran, Polsek 

Cilandak, Polsek Kebayoran Baru, Polsek Jagakarsa, dan Polsek 

Pesanggrahan 

Polres Jaksel bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah 

hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Polres Metro Jaksel menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai 

berikut : 

a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk 

penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan 

dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan 

instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta 

pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

                                                 
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Administrasi_Jakarta_Selatan, di akses 6 Agustus 2017 



b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna 

terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini 

(early warning);  

c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan 

fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan 

hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS);  

d. pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat 

melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan 

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan 

kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

ketentuan peraturan perundangundangan, terjalinnya hubungan antara 

Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian 

khusus; 

e. pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan 

pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat 

dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), 

pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan 

objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP);  

f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, 

termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu 

lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam 



rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;  

g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli 

perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, 

pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, 

pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, 

dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan  

h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Polres Jakarta Selatan melingkupi 10 Polsek di wilayahnya yaitu 

Polsek Kebayoran Lama, Polsek Tebet, Polsek Metro Setiabudi, Polsek 

Mampang Prapatan, Polsek Pasar Minggu, Polsek Pancoran, Polsek 

Cilandak, Polsek Kebayoran Baru, Polsek Jagakarsa, dan Polsek 

Pesanggrahan.  

 

2. Kerangka Teoretik 

a. Teori Penegakan Hukum  

Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan 

sistem hukum itu sendiri. Dimana sistem penegakan hukum dapat 

diartikan sebagai rangkaian dari proses atau tahapan yang saling 

bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan 

masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum. 



Munir Fuady menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai 

segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum di dalam 

kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan 

hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, 

kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman 

masyarakat dan lain-lain.9 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 

pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara.  

Sistem penegakan hukum dapat dilihat dari berbagai aspek,  

yaitu :10 

a. Dilihat dari komponen substansi hukum (legal substance), merupakan 

sistem penegakan substansi hukum di bidang hukum pidana meliputi 

pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.  

b. Dilihat dari komponen struktural (legal structure), merupakan sistem 

bekerjanya/berfungsinya badan-badan/lembaga aparat penegak hukum 

dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang 

penegakan hukum. Dengan kata lain merupakan sistem 

administrasi/penyelenggaraan dari berbagai profesi penegak hukum.  

                                                 
9 Munif Fuady, 2003, Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, hal. 39. 
10 Barda Nawawi Arief, 2006, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di 

Indonesia, Badan Penerbit UNDIP., hal. 6. 



c. Dilihat dari komponen budaya hukum (legal culture), sitem penegakan 

hukum merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum 

mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum 

dan kesadaran/sikap perilaku hukum. 

Tujuan penegakan hukum adalah tegaknya hukum, tercapainya 

kepastian hukum, dan terwujudnya keadilan. Apabila penegakan hukum 

buruk, maka mustahil tujuan itu tercapai. Penegakan hukum sebagai suatu 

proses dimulai pada saat peraturan hukum dibuat atau diciptakan oleh 

pembuat peraturan hukum. Lahirnya suatu peraturan hukum tidak dapat 

terlepas dari keinginan-keinginan pembuat peraturan. Masuknya berbagai 

pertimbangan dan faktor tidak mungkin meniadakan keinginan 

subyektivitas pembuat peraturan hukum, apalagi jika peraturan hukum itu 

dibuat oleh suatu lembaga yang dikendalikan oleh satu atau sekelompok 

kecil orang.  

Perumusan pikiran pembuat peraturan yang dituangkan dalam 

peraturan hukum akan ikut menentukan bagaimana penegakan hukum itu 

dijalankan. Kegagalan atau keberhasilan penegak hukum dimulai sejak 

peraturan hukum yang harus dijalankan atau ditegakkan itu dibuat. Jika 

pembuat peraturan hukum membuat peraturan hukum yang sulit 

dilaksanakan, maka artinya pembuat peraturan ikut mempengaruhi 



kegagalan para penegak hukum dalam menjalankan peraturan hukum 

tersebut.11 

Setelah pembuat peraturan memperoleh perhatian yang memadai, 

selanjutnya mengenai penegak hukumnya. Penegak hukum yang 

konvensional adalah, polisi, jaksa,  hakim, dan  penasihat hukum. Peranan 

keempat lembaga tersebut dalam penegakan hukum tidak dapat dibantah 

lagi. Akan tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah berlebihannya 

penonjolan peranan keempat lembaga hukum tersebut dalam penegakan 

hukum. Menonjolnya peranan keempat lembaga tersebut dalam penegakan 

hukum harus dipahami dalam skala terbatas saja, yaitu di dalam perkara-

perkara pidana, terutama yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat. 

 
b. Teori Penyidikan  

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti terang, maka 

penyidikan mempunyai arti terang kejahatan. Ketika diketahui ada tindak 

pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan 

hasil penyelidikan,sehingga dengan adanya tindakan penyidikan tersebut 

dapat diketahui peristiwa pidana yang terjadi dan orang yang telah 

berbuat.12 

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar 

dengan pengertian opsporing = menyidik (Belanda) dan investigation 

(Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Menurut Pinto, menyidik 

                                                 
11 Abdul Rachmat  Budiono, Manajemen Penegakan Hukum, Jurnal Humaniora & 

Pendidikan. Vol 2 No. 1 Pebruari, 2010, (http://library.unej.ac.id, diakses 14 Juli 2014).  
12 M. Yahya Harahap, 2007,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 

Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta,  hal.109. 



(opsiporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang 

untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan 

apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi 

sesuatu pelanggaran hukum.13 

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah 

terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan 

tentang :  

a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi  
b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi  
c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi  
d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana  
e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.14 
 
Untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana oleh penyidik 

dapat diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

tertangkap tangan dan di luar tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan 

tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir  19 KUHAP adalah sebagai 

berikut :  

Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak 
pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu 
dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai 
sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian 
padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan 
untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia 

                                                 
13 Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 118. 
14 AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 148. 



adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan 
tindak pidana itu. 
 

Adapun golongan di luar tertangkap tangan adalah penyidik 

mengetahui adanya tindak pidana dari laporan, pengaduan dan 

pengetahuan penyidik sendiri. Menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP bahwa 

yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan 

oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang 

kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya 

peristiwa pidana, sedangkan menurut Pasal 1 butir 25 KUHAP disebutkan 

bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak 

yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak 

menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang 

merugikannya. Setelah diketahui terjadinya suatu tindak pidana, apakah itu 

karena tertangkap tangan, menerima laporan, menerima pengaduan 

ataupun mengetahui secara langsung maka penyidik segera melakukan 

tindakan penyidikan.  

Berdasarkan hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap 

penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. 

Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada 

penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan 

yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut 

dalam Pasal 7 KUHAP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita 



acaranya. Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan berita acara tidak 

dijelaskan oleh KUHAP. 15 

Menurut Ratna Nurul Afiah, yang mengutip dari buku R. Soesilo, 

bahwa yang dimaksud dengan berita acara adalah suatu surat yang dibuat 

oleh pegawai umum, memuat baik suatu cerita sewajarnya perihal yang 

telah didapat oleh pegawai itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti dan 

berturut-turut menurut waktu, maupun uraian kembali yang benar dan 

ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain. Yang 

dimaksud dengan pegawai umum adalah penyidik dan penyelidik.16 

Setelah penyidikan suatu tindak pidana selesai, maka menurut 

Pasal 8 KUHAP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut 

Umum. Jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan 

hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada 

pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka 

penyidikan itu dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).  

 

E. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mempelajari dan meneliti 

hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang 
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Jakarta, hal. 27.  
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lain. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang 

mandiri, tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil 

dengan variabel-variabel sosial. Hukum yang secara empiris merupakan 

gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel 

penyebab (independent variable) yang menimbulkan akibat-akibat pada 

berbagai segi kehidupan sosial. Di samping itu, hukum dapat juga 

dipelajari sebagai variabel akibat (dependent variable) yang timbul 

sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses sosial.17 

Dalam penelitian ini, pada awalnya yang diteliti adalah data 

sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data 

primer di lapangan atau terhadap prakteknya. Permasalahan yang dibahas 

dalam hal ini adalah implementasi Surat Edaran Kapolri 

NomorSe/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian dalam 

penegakan hukum.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang 

jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang 

diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

                                                 
17 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 34. 



3. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder.  

a. Data primer, yaitu data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-

keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian/lapangan.Data primer diperoleh melalui wawancara 

langsung dengan Unit 4 Subdit II Ditreskrimsus Polda Jateng. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-

pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain 

yang berwenang  dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam 

bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. 

Bahan hukum data sekunder terdiri dari : 

(1) Bahan hukum primer 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

f) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan 

Diskriminasi Ras dan Etnis 



g) Surat EdaranNomor: SE/06/X/2015tentangPenanganan Ujaran 

Kebencian (Hate Speech) 

(2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan 

makalah-makalah yang menyangkut masalah judul. 

(3) Bahan hukum tersier  

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum 

primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode  pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai  

berikut :  

a. Studi lapangan  

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.18 

Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan 

wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan penanganan 

ujaran kebencian, yaitu AKBP M. Iskandarsyah, selaku penyyidik Unit 

Krimsus Polres Jakarta Selatan. 

b. Studi  kepustakaan (library research) 

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan 

perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok 

bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan 
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lainnya itu diambil inti sarinya sebagai data sekunder, yang berguna 

dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini. 

c. Studi  dokumenter 

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari arsip-arsip 

mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik profesi.  

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non 

matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan 

menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan 

peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam 

bentuk penelitian. 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

konseptual/kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian Kepolisian 

Republik Indonesia; pengertian ujaran kebencian, penegakan hukum 

dan ujaran kebencian ditinjau dari perspektif hukum Islam. 



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenaipengaturan ujaran 

kebencian atau hate speech berdasarkan Surat Edaran Kapolri 

Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate 

Speech), implemementasi Surat Edaran Kapolri Nomor 

SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate 

Speech) dalam penegakan hukum di Mabes Polri, dan hambatan-

hambatan dalam implemementasi Surat Edaran Kapolri Nomor 

SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) 

dan solusinya. 

BAB IV  PENUTUP 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran. 

 


